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TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan 
informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, 
mutakhir sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi 
Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data 
penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan.  

Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara 
lain yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara 
nasional dalam menyediakan data penduduk (database 
kependudukan) yang terjamin akurasinya dan terkini, Pemerintah 
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melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) Elektronik.  
Proses pemutahiran dan pengelolaan database kependudukan, 
penerbitan Nomor Induk Kepedudukan (NIK), dan penerapan KTP 
Elektronik secara nasional, harus dapat berjalan dengan baik dan 
didukung dengan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk 
keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional dan 
menjaga akurasi database kependudukan nasional, penerbitan NIK 
dan penerapan KTP Elektronik secara regular, perlu dilakukan 
perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai 
unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 
pembagian kewenangan pengalokasian pembiayaan oleh Pemerintah, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta 
pembiayaan jaringan komunikasi data.  

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 
Angka 1 

 Pasal 71 

 Cukup jelas. 
Angka 2 

 Pasal 78 
 Cukup jelas. 

Angka 3 
 Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Angka 4 
 Pasal 80 

 Dihapus. 
Pasal II 

Cukup jelas. 
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